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ABSTRAK 

       Penelitian ini berawal dari dasar dibuatnya  Peraturan Daerah  Provinsi Timur 

Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat. Tujuannya 

untuk mengetahui pandangan elit organisasi mayarakat terhadap Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi 

masyarakat. Metode penelitian menggunakana kualitatif. teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik penelusuran data 

online. Informan peneliti ini merupakan organisasasi masyarakat ada di Jawa Timur. 

Penelitian analisa yang digunakan, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Teori yang digunakan civil society. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pandangan elit organisasi masyarakat terhadap peraturan daerah 

nomor 11 Tahun 2022 tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakat merupakan 

manifestasi dari Undang-Undang organisasi masyarakat dan Undang-Undang 1945 

pasal 28, meningkatkan mitra dengan pemerintah. organisasi masyarakat 

mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah karena tujuan utama peraturan adalah 

pemberdayaan. Perda yang dibuat oleh pemerintah melalui  berdampak positif sebab 

adanya peraturan daerah ini mendisiplinkan organisasi masyarakat yang ekstrim. 

selain itu, untuk meningkatkan kontribusi, dan untuk meningkatkan program-program 

organisasi masyarakat. selain itu organisasi masyarakat semakin mandiri karena 

peraturan daerah meningkat kemandirian organisasi masyarakat.  

Kata Kunci : elit, organisasi masyarakat, peraturan daerah, civil society. 
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ABSTRACT 

       This research begins with the basis for the creation of Eastern Province Regional 

Regulation Number 11 of 2022 concerning the Empowerment of Community 

Organizations. The aim is to find out the views of community organization elites 

regarding the East Java Province Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning 

the empowerment of community organizations. qualitative research methods. Data 

collection techniques use interview techniques, documentation techniques, and online 

data tracking techniques. This research informant is a community organization in East 

Java. The analytical research used is reduction, data presentation and conclusion 

drawing. Theories used by Civil Society. The results of this research show that the 

view of community organization elites towards regional regulation number 11 of 

2022 concerning the empowerment of community organizations is a manifestation of 

the Community Organization Law and Article 28 of the 1945 Law by increasing 

partners with the government. Community organizations receive facilities from the 

government because the main aim of regulations is empowerment. The regional 

regulations carried out by the government through regional regulations have a 

positive impact because there are regional regulations that discipline extreme 

organizations in society. Apart from that, to increase contributions, and to improve 

community organization programs. Community organizations are becoming more 

independent because regional regulations increase the independence of community 

organizations. 

Keywords: elite, community organizations, regional regulations, civil society. 
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